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ABSTRAK  

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK 

DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN)  

DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  

  

Oleh:   

NURMA FITRIANA  

NPM. 1502100288  

  

  

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi merupakan suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola 

oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian 

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi 

dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan 

Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif Good Corporate Governance. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat 

penelitiannya bersifat deskriptif . sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis kualitatif lapangan dengan menggunakan metode 

deskriptif dan cara berfikir induktif. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis 

data adalah dengan cara reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan.   

Hasil dari penelitian yang telah dlakukan menunjukkan bahwa prinsip 

traansparansi dalam pegelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo, 

Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari perspektif Good Corporate  

Governance adalah transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes Unggul 

Makmur di desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya 

akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi 

tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencataan 

dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarkan melalui lisan 

sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau tranparansi itu sendiri.  
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MOTTO   

  

  

  

  

                                  

  

Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra’: 35)1  

  

  

  

  

  

     

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),     228  
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BAB I PENDAHULUAN  

  

  

A. Latar Belakang  

Desa merupakan unsur terkecil dari sebuah negara, pada umumnya 

masyarakat pedesaan kerap melestarikan kearifan lokal yang terkait dengan 

nilai-nilai karakteristik sosil, budaya, dan geografis, struktur demografi, serta 

kelembagaan sosial. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan 

nasional hal ini dikarenakan posisi desa yang dianggap strategis karena desa 

dapat menjadi dasar dalam pengidentifikasian masalah masyarakat hingga 

perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. 

Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa menjadi sarana pembangunan 

agar tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.2  Pasal 

72 ayat 2 UU No.6 tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang 

diperuntukkan langsung kedesa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer 

kedaerah secara bertahap.   

Selanjutnya dalam UU No.6/2014 tentang desa juga menyatakan bahwa 

“ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa “. Pendirian badan usaha 

tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan 

bagian penting dan tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. Sejalan dengan 

dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mengatur BUMDes, telah banyak 

pemerintah kabupaten menginisiasi pendirian Badan Usaha Miliki Desa 

                                                 
2 Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

3  
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(BUMDes) yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.   

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa serta 

berdasar prinsip kooperatif, partisipasi, dan emansipasi (user-owned, 

userbenefited, dan self-help). Badan ini diharapkan dapat menjadi wadah 

kegiatan ekonomi yang terdapat didesa. Karena itu, pengelolaannya harus 

dilakukan secara profesional, kooperatif, mandiri dan berkelanjutan.3  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. Desa Roworejo, kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran 

merupakan salah satu desa yang telah menerima dana anggaran yang diberikan 

oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran berupa Alokasi Dana Desa (ADD), lebih 

tepatnya adalah dana BUMDes. Pada tanggal 01 Desember 2019 peneliti 

melakukan wawancara mengenai tranparansi laporan keuangan maupun bentuk 

usaha yang didirikan dari dana BUMDes tersebut, dari hasil wawancara terdapat 

permasalahan dari segi tranparansi laporan keuangan nya yang belum sesuai. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unggul Makmur  

                                                 
3  Hastowiyono, Suharyanto.”Penyusunan Kelayakan Usaha& Pengembangan Usaha 

BUMDes”, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 3  
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Roworejo adalah nama BUMDes yang ada didesa Roworejo. Sedangkan, dana 

BUMDes digunakan untuk Koperasi (Simpan Pinjam) dan Distribusi (Saprodi/ 

penyediaan obat-obatan). Dari hasil wawancara kepada ketua pengelola  

BUMDes didesa Roworejo sendiri, dinyatakan bahwa dana BUMDes yang 

masuk adalah modal pertama: sebesar 50.000.000, kemudian modal kedua 

sebesar 140.000.000 dan untuk dana Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) 

sebesar 100.000.000. Dalam bentuk simpan pinjam (Koperasi) mayoritas 

nasabah adalah pedagang, mereka adalah pedagang yang ada dipasar 

Roworejo itu sendiri. Sedangkan, dalam bentuk Saprodi nya adalah para petani 

yang minoritasnya penduduk desa Roworejo adalah petani.4  

Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa adalah bentuk dari peran 

pemerintah memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat dengan 

sistem yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal ini juga 

menjadi upaya pemerintah dan penerapan prinsip Good Corporate 

governacnce.5Prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah 1)Partisipasi 

Masyarakat(Praticipation), 2) Supremasi Hukum (Rule of law), 3) Tranparansi  

(Transparency), 4) Responsif (Responsiveness), 5) Orientasi Pengambilan 

Keputusan (Consensus Orientation), 6) Kesetaraan (Equity), 7) Efektif dan 

efisien (Effectiveness and efficiency), 8) Akuntanbilitas (Accountability, 9) Visi 

Strategi (Strategic vision).6  

                                                 
4  Wawancara kepada Bp.Sunarto selaku ketua pengelola dana BUMDes di Roworejo, 

kecamatan Negeri katon  
5 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 17  
6 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 18  
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Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik 

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi merupakan suatu 

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan 

informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada 

masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang 

jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas 

bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang 

bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu 

mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak 

sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan 

yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument 

pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan 

petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada 

dipenyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.7  

Sedangkan dalam wawancara nasabah dana BUMDes mengatakan 

bahwa tidak adanya media atau wadah bagi para masyarakat khususnya untuk 

mengakses informasi mengenai dana BUMDes, laporan keuangan atau pun 

yang lainnya yang bersangkutan dengan dana BUMDes itu sendiri. Serta tidak 

adanya pertemuan langsung antara pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa  

                                                 
7 Kristianten, Transparansi Anggaran pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 75  
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(BUMDes) Roworejo dengan aparat desa lainnya maupun masyarakat desa 

Roworejo itu sendiri, untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan 

maupun informasi lainnya yang menyangkut masalah BUMDes Roworejo.8   

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk  

melakukan penelitian yang akan di bahas pada berjudul “Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan  

Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance”.  

B. Pertanyaan Penelitian   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip 

transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di 

Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif  

Good Corporate Governance?  

C. Tujuan dan  Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 

transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di  

Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif  

Good Corporate Governance.  

2. Manfaat Penelitian  

                                                 
8 Wawancara dengan para Nasabah/masyarakat Desa Roworejo, Kecamatan Negeri 

Katon.  
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a. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara teoritis adalah: menjelaskan bahwa hasil 

penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau 

memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari 

penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.   

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

kepada peneliti dan pembaca, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi 

Para pengelola dana BUMDes tentang pentingnya transparansi  

Pengelolaan keuangan dalam perspektif Good Corporate Governance.  

b. Manfaat Praktis  

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:   

1) Bagi penulis  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang transparansi mengelola keuangan dana BUMDes dalam 

perspektif Good Corporate Governance.  

2) Bagi Pemerintah  

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan Pemikiran 

tentang cara mengelola keuangan dana BUMDes dengan  

tranparansi atau keterbukaan guna meningkatkan pengelolaan dana 

dan kinerja BUMDes sesuai Good Corporate Governance.  

D. Penelitian Relevan  

Bagian ini memuat data hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa 

mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian 

membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah 
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diteliti sebelumnya atau belum hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian 

yaitu:   

Pertama, Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa“ oleh Miftahuddin, dalam 

penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu 

pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan 

kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. 

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan 

dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa 

Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul adalah pemerintah desa 

yang mendukung adanya Good Governance khususnya akuntabilitas dan 

transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan 

transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa 

Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif berbabis studi di lapangan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-

terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang 

menjalankan penyelenggarakan pemerintahan dan pihak Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang 

berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan 

keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo 

sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang 

berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo 

menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap 
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dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan 

informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa 

yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman 

masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. 9  Kedua, skripsi 

yang berjudul “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik 

Desa) Karya Mandiri Sejati” oleh Tedi  

Kusuma, dalam penelitian tersebut penulis menejelaskan bahwa Pembentukan 

BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, 

terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat 

desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes 

dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa.Tujuan 

penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di desa Sidoasri 

yang belum lama terbentuk.Metode yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasri 

sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu 

membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala 

dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang 

dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola 

BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya 

pengetahuan mereka.10  

                                                 
9  Miftahuddin, “Akuntanbilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap 

Pengelolaan Dana Desa”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, 

diunduh pada 21 November 2019.  
10 Tedi Kusuma “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 

Karya Mandiri Sejati” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar  

Lampung 2018. Diunduh pada tanggal 28 November 2019  
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Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Indonesia” oleh Nurhayati dalam penelitian tersebut 

penulis menejelaskan bahwa Tujuan transparansi adalah menyediakan 

informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka  

mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan 

reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa 

konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip 

transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah 

(RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi 

keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi 

pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung 

ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah 

kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.11  

Berdasarkan Penelitian tersebut nampaknya terdapat perbedaan yang 

nyata antara Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. 

Sedangkan dalam Penelitian ini Peneliti lebih menekankan Transparansi  

                                                 
11 Nurhayati, “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia” 

skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau, Batam 2017. Diunduh 

pada tanggal 28 November 2019.  
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Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo Kecamatan Negeri 

Katon. Peneliti lebih membahas bagaimana transparansi atau keterbukaan 

dalam pengelolaan dana BUMDes yang ada di Desa Roworejo, apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan Pemerintah mengenai pengelolaan BUMDes itu  

sendiri.  

Mengenai penelitian sebelumnya. Penelitian pertama, membahas 

tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap 

Pengelolaan Dana Desa. Dimana peneliti juga ingin meneliti masalah 

akuntanbilitas terhadap pengelolaan dana desa, dimana salah satunya adalah 

dana BUMDes. Penelitian Kedua, dimana peneliti membahas tentang 

pembentukan dan pengelolaan dana BUMDes karya Mandiri Sejati, dimana 

peneliti juga membahas pembentukan BUMDes karya Mandiri Sejati, dan 

pengelolaan BUMdes karya Mandiri Sejati, apakah sudah efektif dalam 

meningkatkan kinerja dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian Ketiga, peneliti 

membahas tentang Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

di Indonesia, dimana peneliti ingin mengeanalisis masalah trnasparansi 

pengeleloaan keuangan daerah yang ada di Indonesia. Dalam artian penelitian 

ketiga ini lebih luas dalam menganalisisn pengelolaan keuangan. Sedangkan, 

peneliti disini hanya ingin melakukan penelitian mengenai transparansi   

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif 

Good Corporate Governance.yang ada didesa Roworejo, Kec.Negeri Katon.  

Kab. Pesawaran.  

  

    



 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

  

  

A. Tranparansi  

1. Pengertian Tranparansi  

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good 

Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.12 Menurut Standar  

Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung 

jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.13   

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan 

terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat 

dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip 

check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari 

transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah 

                                                 
12 Muindro Renyowijoyo, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2, (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2010), 14.  
13 Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005, (Bandung: Fokus Media, 2009), 23.  
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dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi 

publik yang membutuhkan.14  

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, 

transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan 

keputusan maupun pengungkapan informasi kepada masyarakat. Dan 

tujuannya transparansi adalah sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengelolanya.  

2. Indikator Transparansi   

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: 15   

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen   

Kesedian dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna 

menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Anggaran Dana 

Desa. Kesedian informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh 

masyarakat  dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen 

tertulis.  

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi   

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan 

kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang 

dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk  

                                                 
14 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa  

Depan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 289-290  
15 Kristianten, Transparansi Anggaran pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73  
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diketahui oleh masyarakat.  Hal ini bertujuan untuk memberikan  

informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah 

desa. Masyarakat harus mengetahui, dilibatkan dan diberikan informasi 

secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana  program 

tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan sebagai 

pengontrol pemerintah desa guna mengetahui proses pelaksanaan 

program pemeritah desa.   

c. Keterbukan proses   

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik 

wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak 

menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur 

merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa. Keterbukaan 

atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk  memberikan 

informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses 

penyelenggaraan pemerintahan.   

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi   

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan 

keuangan desa, harus mampu mengelola dana yang telah diberikan dan 

dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk di pertanggung 

jawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga turut serta 
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mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang akan dilaksanakan 

dengan menggunakan Anggaran Dana Desa, anggaran dana yang 

diberikan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, seperti 

pembangunan dan pemberdayaan desa.16  

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, indikator 

transparansi mempunyai 4 indikator yaitu:   

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen dimana segala sesuatu yang 

dikatakan tranparansi atau adanya keterbukaan, harus adanya kesediaan 

pengelola untuk memberikan informasi data kepada masyarakat lain 

serta memberikan tempat untuk masyarakat mudah mendapatkan 

informasi tersebut.   

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dimana segala sesuatu bentuk 

pengelolaan keuangan yang transparansi harus jelas dan memiliki 

kelengkapan data, dari segi pengeluaran maupun pendapatannya.  

c. Keterbukaan proses maksudnya adalah adanya keterbukaan mengenai 

proses pengelolaan nya, jadi bukan hanya hasil yang harus tranparansi 

melainkan keterbukaan proses juga penting.   

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi maksudnya adalah harus 

ada yang menjamin tranparansi tersebut, diantaranya kepala desa 

maupun aparat desa lainnya untuk membantu mengawasi kegiatan  

tersebut.  

                                                 
16 Kristianten, Transparansi Anggaran Pemerintah., 75  
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3. Prinsip-Prinsip Transparansi   

Prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang 

menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga 

meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:   

a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan 

pendapatnya.   

b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu 

diketahui oleh masyarakat.    

c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun 

rencana)    

d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku  

tanah dll.)    

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 17  

 Transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan 

penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang 

terkait penganggaran yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati 

dan menghadiri pertemuan public, hak untuk mengemukakan pendapat, hak 

untuk memperoleh dokumen public, hak untuk diberi informasi.18  

                                                 
17 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh,  

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 261  
18 Kristianten, Transparansi Anggaran Pemerintah., 52  



   16  

  

 

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, indikator 

transparansi mempunyai 5 prinsip transparansi diantaranya adalah 

Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan  

pendapatnya, Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen  

yang perlu diketahui oleh masyarakat, Keterbukaan prosedur (pengambilan 

keputusan atau prosedur menyusun rencana), Keterbukaan register yang 

berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.),  

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.   

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Badan Usaha Milik 

Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.   

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi 

sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial 

(commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada 

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 

sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 
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melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.19 BUMDes 

sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif 

masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti  pemenuhan modal usaha 

BUMDes harus bersumber  

dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan 

BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti 

dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. 

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, 

karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam  

Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). 20  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola 

sendiri oleh masyaraka dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) merupakan suatu bentuk kegiatan usaha pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat, serta mengajarkan masyarakat hidup mandiri 

dalam meningkatkan ekonomi.   

                                                 
19 Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna “Optimalisasi Dana Desa Dengan  

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri” dalam jurnal  

Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, 40  
20 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo “Keberadaan Badan Usaha  

Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam jurnal Administrasi Publik (JAP), 
Vol. 1. No. 6, 1073  
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2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa  

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:   

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (BAB X Pasal  

87s/d 90).  

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

BUMDes.  

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusandan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.  

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

(BAB VIII Pasal 123 s/d 142).  

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Tujuan didirikannya BUMDes oleh pemerintah adalah   

a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa   

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa   

c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan  

masyarakat   

d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.21  

                                                 
21 Suharyanto dan Hastowiyono, Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha 

BUMDes, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 18  



   19  

  

 

Melihat dari ciri dan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana 

dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa BUMDes adalah sebuah 

wujud dari pengelolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara 

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. 

Karena itu, dalam pengelolaannya BUMDes tidak bisa dikelola secara asal-

asalan namun diperlukan pengelolahan yang serius dan professional, agar 

bisa berjalan secara mandiri, efektif dan  

professional.  

  

  

4. Ciri-ciri Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)  

Ada beberapa ciri BUMDes yang membedakannya dengan  

organisasi bisnis yang lain yaitu:   

a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa   

b. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan 

dengan cara penyerataan modal.   

c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk 

melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol 

bersama oleh Badan Pengawas Desa, Pemerintah Desa dan anggota 

masyarakat.   

d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan 

potensi dan informasi pasar.   
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e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui 

kebijkan desa.   

f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemrintah Desa. 22  

Menurut penjelasan di atas, ada beberapa cirri-ciri Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yaitu: kekuasaan nya dipegang penuh oleh 

masyarakat desa itu sendiri, modal bersama maksudnya modal yang dari 

desa untuk masyarakt melalui pemerataan modal, bidang usaha sendiri 

dilihat dari potensi masyarakat desa tersebut yang dikatakan mampu 

menjadi usaha yang baik untuk dikembangkan, mengenai keuntungan yang 

diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

tentunya masyarakat desa tersebut, dan pemerintah pun memberikan 

pengawasan dan fasilitas terhadap kegiatan tersebut.  

5. Prinsip Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

sangat penting untuk diuraikan agar dipahami dengan cara yang sama oleh 

pemerintah desa. Ada enam rinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes), yaitu: 23  

a. Prinsip Kooperatif   

b. Prinsip Partisipatif berarti bersifat partisipasi  

                                                 
22 Suharyanto dan Hastowiyono, Penyusunan Kelayakan Usaha., 17  
23 Ibid., 19  
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c. Prinsip emansipatif berarti bersifat emansipasi..   

d. Prinsip transparan berarti dilakukan secara terbuka.   

e. Prinsip Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan,   

f. Prinsip Sustainabel berati kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat 

dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah 

BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang 

berkelanjutan.24  

Menurut penjelasan tentang prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dapat dipahami beberapa hal yakni prinsip pengelolaannya 

terdapat enam prinsip penting diantara nya prinsip koorperatif dimana dalam 

menjalankan dan mengelola BUMDes serta pihak yang terlibat di dalam 

BUMDes harus melakukan kerja sama yang baik. Prinsip kooperatif ini 

sangat penting demi lancarnya pengembangan dan kelangsungan usah 

BUMDes. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah prinsip partisipatif dimana 

semua yang menjadi bagian atau pihak yang terlibat di dalam pengelolaan 

BUMDes memiliki kewajiban dan kesadaran untuk berpartisipasi penuh 

dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendorong 

kemajuan usaha BUMDes. Prinsip ketiga adalah prinsip emansitpatif 

artinya dalam menjalankan dan mengelola BUMDes pihak yang terlibat di 

dalam BUMDes memiliki hak yang sama, karenanya harus diperlakukan 

secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama atau strata sosial dan 

                                                 
24 Ibid., 20  
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jabatan. Kemudian, prinsip transparan berarti dilakukan secara terbuka. 

Maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, mereka yang dipercaya 

sebagai pengelola harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi. Prinsip 

transparan dalam pengelolaan BUMDes menjadi sangat penting, hal ini agar 

semua aktivitas atau keputusan yang diambil BUMDes dan berpengaruh 

terhadap kepentingan masyarakat desa secara umum dapat diketahui 

informasinya atau terbuka untuk masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip 

akuntabel berarti dapat dipertanggung jawabkan, yaitu kejelasan fungsi, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi.. Maka aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan unit usaha BUMDes harus dapat 

dipertanggungjawabkan.Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah 

pertanggungjawaban secara teknis dan administratif. Dan yang terakhir 

adalah prinsip sustainable berati kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat 

dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 

Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.  

6. Jenis- jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Jenis- jenis usaha BUMDes dijelaskan pada Peraturan Mentri Desa  

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu terdiri dari:   
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a. BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana 

yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat 

dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDes ini  

meliputi:   

1) Air minum Desa;  

2) Usaha listrik Desa;  

3) Lumbung pangan dan  

4) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.  

b. Bisnis peenyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan 

masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli  

Desa meliputi:   

1) Alat transportasi;  

2) Perkakas pesta;  

3) Rumah toko;  

4) Tanah milik BUMDes; dan barang sewaan lainnya.  

c. Bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang- barang 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan 

pada skala pasar yang lenbih luas, meliputi:   

1) Pabrik es;  

2) Pabrik asap cair;  

3) Hasil pertanian;  

4) Sarana produksi pertanian;  

5) Sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.  
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6) Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan 

usaha usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha 

ekonomi Desa.Unit usaha ini memberikan akses kredit dan 

peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.  

d. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang 

dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun 

kawasan perdesaan, meliputi:   

1) pengembangan  kapal  desa  berskala  besar  untuk  

 mengorganisasinelayan  kecil agar  usahanya  menjadi  lebih  

ekspansif;  

2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari 

kelompok masyarakat; dan  

3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsilidasikan jenis usaha  

lokal lainnya.25  

7. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Perlu diketahui, prosedur pengelolaan keuangan BUMDes 

mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan 

pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana 

alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional 

BUMDes. Alur anggaran tersebut antara lain:   

                                                 
25 Ibid., 28  
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a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha 

membuat anggaran yang akan digunakan.   

b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.   

c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya 

untuk dijadikan menjadi Pagu Indikatif.  

d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum 

Musyawarah Desa.  

e. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu 

anggaran.  

f. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.  

Selain  itu,  alur  penatausahaan  menjelaskan  tentang 

 alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Alur penatausahaan  

yaitu:   

  

a. Penatausahaan Uang Masuk  

1) Unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti uang masuk/ 

pendapatan.  

2) Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke 

bendahara BUMDes.  

3) Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan 

pendapatan ke Bank.  

b. Penatausahaan Uang Keluar  
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1) Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit 

BUMDes.  

2) Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil 

yang ada di unit usaha.  

3) Jika belanja nominal di atas kas kecil, unit usaha melakukan 

pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. 

Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, 

penggajian dan khusus.  

4) Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa 

melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke 

bendahara BUMDes.  

c. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan 

kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, 

arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan  

(semesteran/tahunan).   

d. Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes 

dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat 

dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh 

BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. 

Selanjutnya, Kepala Desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang 

dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran 

BUMDes di desa mereka.26  

                                                 
26 Ibid., 67  



   27  

  

 

C. Good Corporate Governance  

1. Pengertian Good Corporate Governance  

Secara bahasa, Good Corporate Governance berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate berarti perusahaan dan 

governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah Good Corporate 

Governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola 

perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza 

adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan 

pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis 

ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 27  

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola 

organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan 

hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah 

(added value) bagi semua pihak yang berkepentingan  

(stakeholders). 28  

                                                 
27 Akhmad Syakkroza, Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model 

dan Sistem Governance Serta Aplikaasinya dan Pada Perusahaan BUMN, (Jakarta: Lembaga 

Penerbitan FEUI, 2008), 48   
28 Ahmad Hamid dan Mukhlis Yunus Sulaiman, “Pengaruh Penerapan Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Bireuen”. Jurnal Manajemen Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala. Banda  

Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 (November, 2015), 3  
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Good Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan 

demi peningkatan kinerja organisasi melalui supervise atau monotoring 

kinerja manajamen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep 

corporate governance demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih 

transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini 

diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus 

menanjak seiring dengan transparasi pengelolaan organisasi yang makin 

baik nantinya menguntungkan banyak pihak. Corporate governance juga 

membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya  

pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Good Corporate Governance diartikan sebagai tata kelola organisasi yang 

baik, kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang 

bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma 

baik.  

2. Konsep Good Corporate Governance  

Konsep Good Corporate Governance baru populer di Asia. Konsep 

ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep Good Corporate 

Governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negaranegara maju 

yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negaranegara maju di 

Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.  

Secara umum terdapat lima Konsep dasar dari Good Corporate  
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Governance yaitu:   

a. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.29  

b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif.  

c. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku.  

d. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat.   

e. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara 

di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul  

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.  

3. Tujuan Good Corporate Governance  

Good Corporate Governance yang baik diakui membantu  

                                                 
29 Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, 

dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1, Maret 2016, 2  
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mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. 

Dalam banyak hal GCG yang baik telah terukti juga meningkatkan kinerja 

korporat.  Dalam keputusan BUMN Nomor Kep.: 117/M-MBU/2002 

diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:   

a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil 

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 

maupun internasional.  

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan 

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

organ.   

c. Mendorong  agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan 

adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholder maaupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.   

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.   

e. Meningkatkan investasi nasional. Tindakan pemantauan efektifitas 

praktik Corporate Governance dalam suatu BUMN merupakan 

tanggung jawab dan dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Pengawas. 

Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan 

mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung 
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jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.30  

  

  

  

  

  

  

    

                                                 
30 Ibid., 4  



 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

  

  

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, 

kelompok, lembaga, dan masyarakat.31  

Pada penelitian ini, dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui 

tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha  

Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam  

Perspektif Good Corporate Governance.  

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya 

menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang di teliti 

berdasarkan hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada.  

Menurut Husen Umar Deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu 

yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sesuatu 

dari gejala tertentu.32  

                                                 
31 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, edisi ke-2, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011), 4  
32 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2099), 23  
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Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif, 

Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara 

mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.33  

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai  

Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, 

Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate 

Governance.yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimatkalimat yang 

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.34  Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, 

dengan menggunakan data sebagai berikut:   

1. Sumber Data Primer  

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik 

yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya 

merupakan sumber data primer.35 Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh 

                                                 
33  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 11.  
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 172  
35 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), 87  
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sumber data primer Ketua pengelolaan dana BUMDes di Roworejo, 

Bendahara Pengelolaa dana BUMDes di Roworejo, Serta 5 masyarakat yang 

termasuk nasabah BUMDes dan 5 masyarakat yang tidak termasuk nasabah 

BUMDes didesa Roworejo .  

2. Sumber Data Sekunder  

Selain sumber data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder di sini 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 36  Peneliti 

menggunakan data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan 

dengan masalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik 

Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif 

Good Corporate Governance. Informasi peneliti peroleh dari berbagai 

sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, yang diperoleh dari desa 

Roworejo, serta sumber lain yang tentunya dapat membantu terkumpulnya 

data yang berguna untuk penelitian ini.  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak 

akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai 

                                                 
36 Sugiyono, Metodw Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 26 (Bandung: CV 

Alfabeta, 2017), 225  
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dengan permasalahan dan tujuan penelitian, Adapun metode-metode yang 

digunakan tersebut adalah:   

  

1. Wawancara  

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara. 

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada para responden.37Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan 

dengan Ketua pengelolaan dana BUMDes di Roworejo yaitu Bapak 

Sunarto, Bendahara Pengelolaa dana BUMDes di Roworejo yaitu 

Bp.Sutiyo, Serta 5 masyarakat yang termasuk nasabah BUMDes yaitu ibu 

tutik, ibu Harti, Bapak Giat, Bapak Bambang, dan Bapak Eko. Serta  5 

masyarakat yang tidak termasuk nasabah BUMDes didesa Roworejo yaitu  

ibu lestari, ibu Sartinah, ibu supinah, Bapak Tuhamdi, dan Bapak Bruri. 

Dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin sehingga wawancara 

dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari 

pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah 

dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara, dalam penelitian ini pokok 

permasalahan yang akan dibahas terkait dengan ketranparansian 

pengelolaan keuangan BUMDes di desa Roworejo, Kecamatan Negeri  

Katon, Kabupaten Pesawaran.  

                                                 
37 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, h. 39  
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2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya.38 Maka dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai 

metode Dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu  dokumen-

dokumen atau catatan dari desa Roworejo dan juga buku-buku yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini.  

D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif lapangan, karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, 

uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya 

untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, 

sehingga memperoleh gambaran baru ataupun penguatan suatu gambaran yang 

sudah ada dan sebaliknya.39  

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu 

wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data 

yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok 

serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.40  

                                                 
38 Suharsimi Ariunto, Prosedur Penelitian., 274  
39 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, 106  
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. 10, 330  
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Dalam hal ini penelitu menggunakan analisa data kualitatif, dimana data 

yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif 

yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara 

mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, 

menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses  

tersebut.  

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara 

sebagai berikut:   

1. Reduksi data  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya.   

2. Penyajian data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.   

3. Penarikan kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 



   38  

  

 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.41  

  

  

    

                                                 
41 Ibid, 341-345  



 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

  

A. Gambaran Umum Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran  

1. Profil Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran  

Desa Roworejo adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan 

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Secara geografis,  

Desa Roworejo dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan yang meliputi:  

a. Visi dan Misi Desa Roworejo  

1) Visi  

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Roworejo yang 

lebih maju  

2) Misi  

a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada  

b) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif  

c) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam 

mewujudkan desa Roworejo yang aman , tentram, dan damai  

d) Bersama  masyarakat  dan  kelembagaan 

 memberdayakan  

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.42  

  

  

b. Batas Wilayah  

                                                 
42 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018  
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Desa Roworejo berbatasan dengan beberapa wilayah di  

sekitarnya meliputi:  

Tabel 4.1.  

Perbatasan Wilayah  

  

No.  Batas Desa  Desa/Dusun  

1  Sebelah Utara  Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon  

2  Sebelah Selatan  Sungai Way Sekampung  

3  Sebelah Barat  Desa Grujugan Kecamatan Negeri Katon  

4  Sebelah Timur  Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon  

  

c. Keadaan dan Luas Wilayah  

Desa Roworejo terdiri dari 4 dusun yaitu Roworejo Utara, 

Roworejo Selatan, Grujugan.II, dan Pendowo dan terbagi 8 RT. Luas 

wilayah desa Roworejo adalah 643,7 ha. yaitu sebagai berikut:2  

Tabel 4.2   

Luas Wilayah  

No.  Nama Wilayah  Luas Wilayah  

1  Pemukiman  377.200 m43  

2  Persawahan  975.000 m2  

3  Perkebunan  1.506.006 m2  

4  Peladangan/Tegal  982.500 m2  

5  Pasar  8.576 m2  

6  Lapangan  11.218 m2  

7  Prasarana Umum  2.574.306 m2  

8  Luas Makam  2.194 m2  

  Total  6.437.000 m2  

  

d. Keadaan Demografis  

                                                 
43 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018  

  



   41  

  

 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Roworejo dengan 

jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan 

pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran 

ganda yaitu sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan pembangunan.  

Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk pada Bulan Desember  

2018 Penduduk Desa Roworejo berjumlah 2.598 jiwa yang terdiri dari  

1.381 laki-laki dan 1.217 perempuan dengan jumlah kepala keluarga  

725 Kepala Keluarga.44  

e. Kondisi Ekonomi Desa  

Kegiatan ekonomi Desa Roworejo saat ini masih didominasi 

sektor pertanian. Komoditi utama sektor pertanian di desa Roworejo 

adalah padi dan palawija berupa jagung dan kacang tanah. Disamping 

tanaman padi dan palawija, petani juga menanam tanaman lain seperti 

ubi jalar dan ubi kayu. Komoditi sektor pertanian yang berpotensi 

menjadi unggulan adalah tanaman padi dan jagung. Budidaya tanaman 

padi dan jagung ini dikembangkan oleh petani lewat kelompokkelompok 

tani yang ada didesa Roworejo.   

Selain pertanian, kegiatan ekonomi desa ada pada sektor 

peternakan. Sektor peternakan yang ada dan berkembang di desa 

Roworejo antara lain sapi, kambing, ayam, dan ikan. Kegiatan ekonomi 

desa Roworejo juga perdagangan. Sektor perdaganan dalam 

perkembangannya mengalami peningkatan. Keadaan ini terlihat dari 

                                                 
44 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018 
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banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan 

yang dijalankan masyarakat desa Roworejo antara lain perdagangan 

produksi hasil pertanian, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, 

kebutuhan peralatan kantor, sayur keliling dan lain-lain.45  

f. Pertumbuhan Ekonomi Desa  

Pertumbuhan perekonomian di Desa Roworejo mengalami 

peningkatan. Pertumbuhan perekonomian dapat dilihat disektor 

pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang tidak lagi 

sepenuhnya bergantung pada tanaman padi dan palawija sebagai 

komoditi pertanian sebagain masyarakat sudah mulai tertarik pada 

tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya untuk 

dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. 

Pertumbuhan perekonomian disektor perdagangan dapat dilihat dari 

banyaknya usaha-usaha perdagangan seperti kios, pedagang sayur 

keliling, pedagang pakaian keliling dan usaha dagang lainnya. Selain itu, 

sebagian masyarakat lebih tertarik dengan menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Penghasilan yang diperoleh TKI untuk 

membangun rumah juga banyak dimanfaatkan untuk modal usaha. Hal 

itu turut memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi 

secara menyeluruh di desa Roworejo.46  

2. Profil BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran  

BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab.  

                                                 
45 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018  
46 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018 
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Pesawaran  berdiri sejak tahun 2017 tepatnya pada tanggal 2 Agustus  
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Desember 2020  

  

2017.47 Pengelolaan BUMDes Unggul Makmur didesa Roworejo, Negeri 

Katon, Pesawaran meliputi simpan pinjam dan Saprodi berupa obat-obatan 

untuk petani. BUMDes Unggul Makmur dibentuk dengan tujuan:  

a. Meningkatkan pendapatan asli daerah desa (PADD)  

b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat  

c. Meningkatkan UMKM pedagang masyarakat .48  

Pengelola BUMDes Unggul Makmur di desa Roworejo Kec. Negeri 

Katon Kab. Pringsewu berjumlah 5 orang sejak tahun 2017 hingga sampai 

saat ini. Berikut ini Struktur organisasi pengelola BUMDes Unggul  

Makmur desa Roworejo yaitu sebagai berikut.49  

Gambar 4.1.  

Struktur Organisasi BUMDes Roworejo Kec. Negeri Katon   

Kab. Pesawaran  

  

                                                 
47  Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
48 Wawancara kepada bapak Agusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03  

Desember 2020  
49 Wawancara kepada bapak Agusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03  
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B. Transparasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo  

  

BUMDes Unggul Makmur merupakan suatu lembaga pengelolaan 

keuangan milik desa yang dua jenis usaha yaitu dalam bidang simpan pinjam 

dan saprodi (obat-obatan untuk para petani) yang ada di desa Roworejo 

Kecamatan Negeri Katon Pesawaran.50  

BUMDes menurut ibu Tutik selaku nasabah BUMDes unggul makmur 

yaitu bantuan dana pemerintah untuk desa sebagai bantuan para pedagang atau 

pemilik usaha lainnya.51 Menurut bapak Eko BUMDes adalah bantuan usaha 

milik desa yang digunakan untuk membantu dan meringankan para pemilik 

usaha ataupun pedagang dalam lingkungan masyarakat desa, dana yang 

diturunkan dari pemerintah untuk rakyat desa yang mempunyai usaha. 52 

Menurut ibu Lestari BUMDes adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 

masyarakat desa yang memiliki usaha.53 Bapak Bruri juga mengatakan bahwa 

BUMDes adalah bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat desa 

yang memiliki usaha.54  

Menurut bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul makmur sistem 

pengelolaan keuangan yang ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam 

                                                 
50  Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
51 Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04  

Desember 2020  
52 Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04  

Desember 2020  
53 Wawancara dengan ibu Lestari selaku masyarakat bukan nasabah BUMDes, pada 05  

Desember 2020  
54 Wawancara dengan ibu Lestari selaku masyarakat bukan nasabah BUMDes, pada 05  
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buku besar kemungkinan jika ada ajuan dari kepala desa pencatatan keuangan 

kami setorkan dalam bentuk print-out. Untuk masalah mengelola keuangannya 

hanya kami berikan ke-masyarakat dalam bentuk simpan pinjam bagi para 

pedagang desa Roworejo, yang kemudian mereka angsur tiap 2 kali seminggu 

yaitu hari rabu dan minggu. Sedangkan untuk  masalah saprodi jika ada petani 

yang memerlukan bantuan pinjaman obat obatan dan lainnya, kami mencarikan 

harga termurah dari sekian pedagang, kemudian masalah pembayarannya 

diselesaikan ketika panen.55   

Menurut ibu Tutik, pengelolaan BUMDes Unggul Makmur dari luar 

terlihat baik namun untuk pencairan dana terkadang agak lama.56  Menurut 

bapak Eko dana BUMDes itu bisa digunakan tidak hanya dalam segi 

simpanpinjam atau koperasi. Jadi, menurut saya dalam mengelola keuangan 

belum maksimal dan sesuai target sehingga masih bisa dikembangkan lebih 

luas lagi.57 Bapak Bambang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes di desa 

Roworejo kurang efektif dimana ketika pencairan dana terlihat lamban dengan 

alasan dana belum ada atau belum turun.5859 Sedangkan menurut bapak Giat, 

                                                 
55  Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
56 Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04  

Desember 2020  
57 Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04  

Desember 2020  
58 Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada  

59 Desember 2020  
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pengelolaan BUMDes aman-aman saja, namun dalam proses peminjaman dana 

agak ribet dan pencairan tergolong lama bisa sampai 1 minggu.60   

Berkaitan dengan masalah transparansi keuangan yang ada di BUMDes 

Unggul Makmur, bapak Sutiyo selaku bendahara menyatakan iya, kami 

terbuka kepada masyarakat dan kepala desa. Bentuk-bentuk transparansi yang 

dilakukan Sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya 

atau memerlukan kami menjawab nya.61 Menurut bapak Eko selaku nasabah 

BUMDes Unggul Makmur, selama ini pengelolaan keuangan yang dilakukan 

oleh BUMDes Unggul Makmur belum maksimal dalam segi keterbukaan 

karena tidak adanya penyampaian apapun mengenai BUMDesnya. Selaku 

peminjam juga belum pernah membahas mengenai keuangan BUMDes sendiri. 

Dan menurut saya masalah dana BUMDes masih banyak yang belum paham.62 

Menurut bapak Bambang informasi dana BUMDes kurang terbuka, sosialisasi 

saja tidak pernah apalagi penyampaian dana yang ada dan lain-lain.6364   

Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

BUMDes Unggul Makmur berupa spanduk atau website selama ini belum ada, 

informasi hanya disebarkan melalui lisan dan kemudian masyarakat desa  

                                                 
60 Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04  

61 Wawancara kepada bapak Sutiyo selaku bendahara BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
62 Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 4  

Desember 2020  
63 Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada  

64 Desember 2020  
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Roworejo sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjut di kantor 

BUMDes Unggul Makmur. 65  Berdasarkan pernyataan bapak Giat selaku 

nasabah BUMDes Unggul Makmur menyatakan bahwa selama ini belum ada  

                                                 
65 Wawancara kepada bapak Agusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03  
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sosialisasi dari pengurus BUMDes Unggul Makmur kepada masyarakat desa  

Roworejo bapak Giat mengetahui adanya BUMDes ini dari istrinya. 66  Ibu 

Hartik juga menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi kepada 

masyarakat dari BUMDes.67 Ibu Sartinah, bapak Tuhamdi dan ibu Supinah 

juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

BUMDes kepada masyarakat.68  

C. Analisis Transparasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa 

dalam Perspektif Good Corporate Governance  

  

1. Transparansi Keuangan  

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good 

Corporate Governance.  Transparansi adalah memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan.69 Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, 

yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses 

informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan 

pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga 

                                                 
66 Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04  

Desember 2020  
67 Wawancara dengan ibu Hartik selaku Nasabah BUMDes sejak Januari 2020, pada 04 

Desember 2020  
68 Wawancara dengan ibu Sartinah, bapak Tuhamdi, dan ibu Supinah selaku masyarakat 

bukan nasabah, pada 05 Desember 2020  
69 Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005, (Bandung: Fokus Media, 2009), 23.  
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eksekutif dan legislatif).70 Indikator transparasi ada 4 yaitu Kesediaan dan 

aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukan 

proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.71  

Berdasarkan hasil wawancara terkait transparansi keuangan 

BUMDes bapak Sutiyo selaku bendahara menyatakan iya, kami terbuka 

kepada masyarakat dan kepala desa. Bentuk-bentuk transparansi yang 

dilakukan Sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang 

bertanya atau memerlukan kami menjawab nya. 72  sedangkan hasil 

wawancara dengan nasabah ibu Tutik, ibu Hartik dan bapak Giat 

menyatakan kurang tahu, Bapak Eko dan bapak Bambang menyatakan 

kurang maksimal dan kurang terbuka. Sedangkan wawancara dengan 

masyarakat bukan nasabah semua narasumber mengatakan tidak.  

Berdasarkan teori dan hasil wawancara diatas, maka menurut 

peneliti BUMDes Unggul Makmur masih kurang menerapkan prinsip 

transparansi dalam memberikan  informasi dana yang ada di BUMDes 

Unggul Makmur desa Roworejo oleh karena itu, narasumber nasabah dan 

bukan nasabah yang telah peneliti wawancarai tidak tahu tentang informasi 

dana yang ada di BUMDes Unggul Makmur. Sesuai dengan teori bahwa 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

                                                 
70 Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa  

Depan, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2009), 289-290  
71 Kristianten, Transparansi Anggaran pemerintah, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 73  
72 Wawancara kepada bapak Sutiyo selaku bendahara BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
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hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

Dengan 4 indikasi yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan 

kelengkapan informasi, Keterbukan proses,  

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi  

2. BUMDes  

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan 

masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial 

sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 

melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. 73 

Prinsipprinsip BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

transparan, akuntabel, dan sustainabel.74  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto, BUMDes 

Unggul Makmur merupakan suatu lembaga pengelolaan keuangan milik 

desa yang dua jenis usaha yaitu dalam bidang simpan pinjam dan saprodi  

(obat-obatan untuk para petani) yang ada di desa Roworejo Kecamatan 

Negeri Katon Pesawaran.75 Sedangkan bapak Eko dan beberapa narasumber 

lain mengatakan  BUMDes adalah bantuan usaha milik desa yang digunakan 

                                                 
73 Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna “Optimalisasi Dana Desa Dengan  

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri” dalam jurnal Akuntansi 

dan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, 40  
74 Suharyanto dan Hastowiyono, Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha  

BUMDes, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 19  
75 Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
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untuk membantu dan meringankan para pemilik usaha ataupun pedagang 

dalam lingkungan masyarakat desa dana yang diturunkan dari pemerintah 

untuk rakyat desa yang mempunyai usaha.76  

Berdasarkan wawancara diatas maka peneliti dapat mengatakan 

bahwa pemahaman masyarakat menganai BUMDes sudah cukup baik yang 

menyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha milik desa yang membantu 

dan meringankan modal masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi 

masyarakat juga harus memahami bahwa selain untuk pelayanan sosial 

BUMDes juga sebagai lembaga komersial yang juga bertujuan mencari 

keuntungan dari jenis usaha jasa yang ditawarkan hal ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa kontribusi BUMDes dalam pelayanan sosial dan 

komersial. Maka BUMDes melayani kepentingan sosial dan juga memiliki 

tujuan komersial dengan prinsip koorperatif, partisipatif, emansipatif, 

transparan, akuntabel, dan sustainabel.  

3. Good Corporate Governance  

Good Corporate Governance menurut Syakhroza adalah suatu 

mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan 

sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif 

dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

                                                 
76  Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 

Desember 2020  
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independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 77 Secara 

umum terdapat lima Konsep dasar dari Good  

Corporate  Governance  yaitu  Transparency,  Accountability, 

Responsibility, Independency, Fairness. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti 

hanya menggunakan aspek transparency dalam analisis hasil penelitian 

Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materiil dan relevan mengenaip perusahaan.78  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Akses yang 

memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi BUMDes Unggul 

Makmur berupa spanduk atau website selama ini belum ada, informasi 

hanya disebarkan melalui lisan dan kemudian masyarakat desa Roworejo 

sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjur di kantor BUMDes 

Unggul Makmur.79 Berdasarkan pernyataan bapak Giat, ibu Hartik, bapak 

Tuhamdi, ibu Supinah dan narasumber lain mengatakan bahwa belum 

pernah ada sosialisasi yang dilakukan pihak BUMDes Unggul Makmur 

kepada masyarakat desa Roworejo selama ini.   

Berdasarkan hasil wawancara sistem pengelolaan keuangan yang 

ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam buku besar kemungkinan 

                                                 
77 Akhmad Syakkroza, Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model 

dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN, (Jakarta:  

LembagaPenerbitan FEUI, 2008), 48   
78 Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, 

dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1, Maret 2016, 2  
79 Wawancara kepada bapak Agusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03 

Desember 2020  
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jika ada ajuan dari kepala desa pencatatan keuangan kami setorkan dalam 

bentuk print out. Menurut ibu Tutik, pengelolaan BUMDes Unggul Makmur 

dari luar terlihat baik namun untuk pencairan dana terkadang agak lama.80 

Menurut bapak Eko dalam mengelola keuangan belum maksimal dan sesuai 

target sehingga masih bisa dikembangkan lebih luas lagi.81 Bapak Bambang 

menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Roworejo kurang efektif 

dimana ketika pencairan dana terlihat lamban dengan alasan dana belum ada 

atau belum turun. 8283  Sedangkan menurut bapak Giat, pengelolaan 

BUMDes aman-aman saja, namun dalam proses peminjaman dana agak 

ribet dan pencairan tergolong lama bisa sampai 1 minggu.84   

Dilihat dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengatakan 

bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes Unggul Makmur di 

desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya 

akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan 

informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih 

sebatas pencataan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya 

disebarkan melalui lisan. Padahal berdasarkan teori, transparansi 

(keterbukaan informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan 

                                                 
80 Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04 

Desember 2020  
81  Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 

Desember 2020  
82 Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada  

83 Desember 2020  
84 Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04 

Desember 2020  
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proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.  

Akan tetapi keterbukaan ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh  

BUMDes Unggul Makmur.  
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BAB V PENUTUP  

  

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat peneliti simpulkan 

bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan 

Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau 

dari Perspektif Good Corporate Governance masih belum maksimal dilakukan. 

Hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk 

lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, 

pengelolaan keuangan masih sebatas pencataan dan hanya disampaikan dan 

perluasan informasi hanya disebarkan melalui lisan sehingga belum memenuhi 

unsur keterbukaan atau tranparansi itu sendiri. Artinya, penerapan-penerapan 

prinsip transparansi yang terdiri dari 4 indikator  

(Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, 

Keterbukan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi) masih 

beum dilakukan secara maksimal.   

B. Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan kepada BUMDes Unggul Makmur 

desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) adalah lebih terbuka 

kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Roworejo 

tentang BUMDes Unggul Makmur, menyediakan akses yang memudahkan 

masyarakat mencari informasi tentang BUMDes Unggul Makmur selain dari 



 

 

lisan ke lisan, dan terbuka kepada nasabah terkait pengelolaan dana dari dan 

penyalurannya.  
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